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ABSTRAK

Pada zaman dahulu wsaha perbankan sudah dikenal, dimana tugas bank
waktu itu lebih bersifat tukar menukar mala uang. Sehingga orang  yaog
melakukanya discbut pedagang uang. Dengan berkembangnya zaman dan
teknologi usaha bank ini makin berkembang demi untuk meningkatkan pelayanan
dan kenyamanan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan
vang melaksanakan berbagai macam  jasa, seperti memberikan pinjaman,
mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata vang, bertindak sebagai
tempat penvimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahsan, dan lain-lain.

Permasalahan dalam penelitian ind adalah bagaimanakah proses perubahan
kentuk badan hukum Bank Magari dari Perusahaan Daerah menjadl Perscroan
Terbatas, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berubahnya Bank Nagari dari
Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, dan apa akibat hukum vang
ditimbulkan dalam proses perubahan status Bank Magari tersebut. Metode vang
digunakan untuk mendapatkan jawaban dan permasalahan diatas adalab, dengan
mengpunakan pendekatan secara yuridis sosiclogis vaitn pendekatan masalah
dengan  mengkaji  persturan  perundang-undangan  vang  berlaku  dan
menghubungkan denpgan  kenyataan wang terjadi di lapangan, Data vang
dikumpulkan berupa data primer dan data sckunder yang bersumber pada
penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian ini mengunakan teknik Nan
Probability Sampling atau non random dengan teknik Porposive Sampling, yaitu
penarikan sampel yang memberikan kesempatan tidak sama pada setiap anggota
populasi untuk terpilih sebagai sampel berdasarkan kriteria yang penulis teliti.
Teknik pengumpulan data adalah observasi. studi pustaka dan wawancara,
pengolaban data dilakukan secara editing dan coding, serta analisis data dilakukan
secara analisis kualitatif,

Hasil penelitian menunjukan babwa proses perubahan bentuk badan
hukum Bank MNagar «dari P12 menjadi PT adalah atas usul misiatif dan DPRD
Sumatera Barat vang disampaikan pada Sidang Paripurna DPPRD Sumbar tanggal
% Maret 2006, mengajukan permohonan izin prinsip tentang perubahan bentuk
hukum kepada Menteri, menetapkan Perda Tingkat | tentang Perubahan Bentuk
Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan
Terbatas dan pembuatan akte notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas, faktor
vang menyebabkan berubabnya status Bank Nagar itu disebabkan karena pada
umumnya lank Pembangunan Daerabh  diseluruh  Indonesia telah  menjadi
Perseroan Terbatas bukan Perusahaan Dacrah. dengan menjadi PT menvebabkan
Bank Nagari lebih professional mengelola bisnisnya, karena ia tidak perlu
lagiminta persctujuan dari Pemerintgh Dacrah cukup dengan RUPS saja, dan
dengan statuspva sebagai Persercan Terbatas maka Bank Nagan dapat Go
International Sedangkan  akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan it
zdalah Bank MNagari sewaktu statusnya masib Perusahaan Daerah diatur dan
tunduk pada ketentuan Hukum Tata Negara, dengan perubahan statusnya sekarang
sehagal Perseroan Terbatas maka hukum yang berlaku pada Bank Nagan i yaitu
Hukum Perdata dan Hukum lain yang berkaitan dengan Perseroan Terhatas.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

I'ada zaman Babylenia, Yunani, dan Romawi usaha perhankkan sudah
dikenal. Tugas bank pada waktu itn lebhih hersifat tukar menukar mata nang,
schingga orang yang melakukannya disebut pedagang wvang. Pada wmumnya
pedagang uwang hanyalah schagai perantara menukarkan mata vang asing dengan
mata vang negert sendim alaw sebaliknys, Kemudian wsahs im berkembang
denpan menerima tabungan, menitipkan, ataupun meminjamkan wang dengan
memungut bunga pinjaman, Sehingga pada wakiu sekarang lebil dikenal sebagai
lembaga perbankkan ataw bank.

Abdulrshman dalam Ensklopedia Fkonomi Keuanpan dan Perdagangan
menjelaskan bahwa" Bank adalah suatu jenis lembaga keuanpan yang
melaksanakan berbagal macam jasa. sepertl memberkan pinjaman, mengedarkan
mala uang, pengawasan terbadap mata uang, bertindak scbhagal tempat penyimpan
henda  herharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain®',
Peranan sebuah bank sangat berguna untuk meningkatkan pembanpunan dan
kesejnhteran masyarakat, Sebab kita ketabut fungsi bank 1lv onluk menghimpun
serta menyalurkan dan kemasyarakal.

Kita mengenal adanya Bank Pembangunan { Development Bank ) vaitu
hank yang dalam pengumpulan dananya lerulama menerima simpanan dalam

hentuk deposito atau mengelurkan kerlas bebarga jangka menengah dan panjang,

Momas Suyarnoe, Djuhacpah T, Maria, Ashar Abdullah, Johan Thomas Apenna, Tinon Yunianti
Snanda, & LA, Chalik, Kelembapoar Perbanke, Gramedia, Jakarga, 1999, hal |



seria dalam usabanya terutama memberikan kredil jangka menengah dan panjang

dibidang Pembangunan.

Bank Pembangunan ini terdini atas tiga macam® ;

Bank Pembangunan Indonesia

Bank Pembangunan Indenesia { Bapindo ) merupakan Bank Pembangunan
Pemerintah yang didirkan dengan Undang-Undang No21 ‘Tahun 1960
dan merupakan kelanjutan dari Bank Industr Megara, vang didirikan pada
tanpgal 4 April 1931 sebagai sehuah NV, vang kemudian disahkan
menjadi sebuah badan hukum dengan UL Drl Ne.5 Tahun 1962,

. Bank Pembanguna Daerah

Didaerah Tingkat T terdapal Bank-bank Pembangunan Daerah { BPD )
yang kini berjumlzh 27 cabang. Dasar hukum pendirian BPT? adalah
Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan okok
Bank Pembangunan Daerah.

. Bank Pembangunan Swasta

Dhisamping it terdapat pula scbuah Bank Pembangunan Swasla yang
berkedudukan di Jakarta, vaitu Bank Pembangunan Indostri.

Dialam hal ini penulis lebih mengkaii tentang Bank Pembangunan Daerab

(BPD} atau lebih dikenal dengan Bank Nagari. Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Barat didirikan pada tanpgal 12 Maret 1962 berdasarkan Akta Notaris

Hasan Qalbi di Padang No.9 Tahun 1962 dengan nama PT. Bank Pembanpunan

Dacrah Sumatera Barat. Untuk menvesuaikan dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, maka pendirian diatur kembali dengan Peraturan Dacrah

Propinsi Daerah Tingkat [ Sumatera Barat Nod Tahun 1973 dan sekaligus

merubah pama menjadi Bank Pembangunan Dacrah Sumaters Baral. Sesuai

perkembangan peraturan perundang-undangan vang mengatur mengenai Bank

Pembangunan daerah, maka peraturan pendifan Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Barat mengalami beberapa kali perubahan, yvang terakhir sekali dengan

Peraturan Dacrah Propinsi Tingkat I Sumatera Baral.
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Keluarnyva Undang-unadang Ko7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka
seliap  hadan usaha wvang bergerak  dibidang  perbankan  termasuk  Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Baral haras menyesuaikan bentuk hukum dan
peraturan pendirianya dengan undang-undang tersebut, Sejalan dengan terbukanya
berbagai peloang bagi Bank Pembangunan Daerab Sumatera Barat sebagai alat
kelengkapsn Conomi Daerah untuk meningkatkan fungsi, peran dan terbukanya
kemungkinan untuk ikutnya pihak ketiga dalam pernyetaan modal pada Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dengan ketentuan penyertaan saham
Pemerintah Dacrah tetap mayonias,

Bertitik tolak dad bal tersebut, Menten Dalam Nepern mengeluarkan
Peraturan Menterl Dalam Nepert No8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraluran
Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang No,7 Tahun 1992
tentang Perbankan, yang antara lain menegaskan hahwa Bank Pembangunan
Dagrah disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah { PI3 ), dengan
demikian  diatur kembali peraturan  pendirianya. lntuk memenuhi  maksod
sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai hal ind lebib lanjut, ketertankan ind akan penulis tuangkan dalam bentuk
skripsi yang berjudul tentang :

“PERUBANAN BENTUK BADAN HURKUM BANK NAGARI DARI
PERUSAHAAN DAERAH { PD ) MENJADI PERSEROAN TERBATAS

(PT) *
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Prases peralihan bentuk hukum Bank Nagar darl Perusahaan Daerah (PTY)

menjadi Perseroan Terbatas { I'T ) adalah :

a. Usul inisiatif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat
vang disampakan pada Sidang Paripurna DPRIY tangeal 8 Maret 2006

b, Mengajuken permohonan izin prinsip tentang perubshan benluk
hukum kepada Menteri { Pasal 5 Peraturan Menteri 1Dalam Negeri
Mol Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan
Daerah).

¢, Mepetapkan Peraturan Daerah Tingkat [ tentang Perubahan Rentuk
Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi
Perseroan Terbatas.

d. Pembuatan Akte Notaris pendirian sehagai Perseroan Terbatas.

Faktor-faktor yang menycbabkan berubahnya bentuk badan hukum Bank

Magari 'erusahaan Dacrah menjadi Perserpan Terbatas discbabkan

a. LUsul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah { DPRD ) Sumatera
Barat.

b Pada umumnya Bank Pembangunan Daerah di seluroh Indonesia telab
menjadi Perseroan T:rbatas"bu[-:zl.n Perusahaan Daerah,

c. Dengan menjadi Perscroan Terbatas menyvebabkan Bank Nagan lebih

profesional mengelola bisnisnya, karena ia tidak perlu lagi minta
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3.

persetujuan dan Pemerintah Daerah cubup dengan Rapat Umum

Pemegang Saham { RUPS ).
d. Drengan status badan hukum Bank Nagari menjoadi Perseroan Terbatas

maka Dank Nagan dapat Go Mternational,
Akibat hukum vang timbul dalam proses perubahan bentuk hukum Bank
MNagari yaitu terlihat pada aturan hukum yang mengatur bank tersebut
dimana sewaktu statusnya sebapai Perusahaan Dacrab Bank Nagari in
diatur atau tunduk pada ketentuan hukum Tata Negara. Sedangkan denpan
statusnva sckarang sebagai Perseroan Terbatas hukum yang berlaku
terhadap Bank Magan vaitu semua ketentuan Hukum Perdata atae Hukum
Dagang scria peraturan perundang-undangan lainnya vang berhubungan
dengan PT dan Operasional Bank Umuwm, Serta scpala hak dan kewajiban.
kekayaan, pegawsi serla uszha-usaha Perusahsan Daerah Bank Nagar
termasuk seluroh perizinan beralih kepada Bank (Pasal 3 Peraturan Daerah

Sumatera Barat No.3 Tabun 2004),

B. Saran

1y

Pada akhimya penulis berharap agar perubaban bentuk badan hukom Bank
Magari tersebut hepar-benar  dilaksanakan sesuai dengan apa yang
diharapkan dan vang dituju sebagai Perseroan Terbatas, Jika Bank tersebut
benar-henar akan dilepas ke publik scbapai sebuah Persercan Terbatas,
biarkanlah publik wnnek mEmiiIk_in}'a dengan jalan memiliki saham pada
bank tersebut dan jangan dibatas-batasi. Jika Bank Nagad ingin

berkembang dan besar, biarkanlah Perseroan secara mandin mengurusinya,
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